
 

 

 

 

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH 

 
NOMOR    16    TAHUN 2018 

 

TENTANG 
 

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH 

 
 

WALIKOTA BANDA ACEH, 
 

Menimbang   : a. bahwa berdasarkan ketentuan huruf B angka 1 Surat 

Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor SE-
08/01/10/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan 

Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, 
menyatakan bahwa Lembaga/Instansi terkait menerbitkan 
atau melakukan perubahan Peraturan Pimpinan 

Lembaga/Instansi terkait mengenai Laporan Harta 
Kekayaan Penyelenggara Negara; 

b. bahwa berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud  

pada  huruf  a, perlu menetapkan Peraturan Walikota 
Banda Aceh tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara 

Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh; 
 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar  dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3351; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 

Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4633); 

 
 

 
 
 5. Undang … 

SALINAN 

 



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah 
kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679);   

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3247); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang  
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 
10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi 

Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka 
Panjang Tahun 2005-2025 dan Jangka Menengah Tahun 
2012-2014; 

11. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda 
Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 

Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh 
Nomor 11); 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG LAPORAN HARTA 

KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Walikota  ini yang dimaksud dengan: 
1. Kota adalah Kota Banda Aceh. 
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh. 

3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh. 
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Banda Aceh. 

 5. Komisi … 



5. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat 
KPK adalah Lembaga Negara yang bertugas melakukan 

upaya pemberantasan korupsi secara independen. 
6. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara yang selanjutnya 

disingkat LHKPN adalah Daftar seluruh Harta kekayaan  

Penyelenggara Negara  beserta pasangan dan anak yang 
masih menjadi tanggungan yang dituangkan dalam formulir 

LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan 
Korupsi. 

7. Pejabat Wajib LHKPN adalah pejabat di lingkungan 

Pemerintah Kota Banda Aceh yang wajib mengisi dan 
menyampaikan LHKPN. 

   

BAB II 
 PENYAMPAIAN  LHKPN 

 Pasal 2 
 

Pejabat Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kota terdiri 

atas : 
a.   Walikota Banda Aceh; 
b.   Wakil Walikota Banda Aceh; 

c.   Pejabat Eselon II; 

d.   Pejabat Eselon III; 

e.   Kuasa Pengguna Anggaran; 

f.   Pejabat Pembuat Komitmen; 

g.   Auditor, P2UPD dan APIP; dan 

h.   Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa. 
 

Pasal 3 

 
Pejabat Wajib  LHKPN di  lingkungan Pemerintah Kota 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mengisi dan 
menyampaikan LHKPN paling lambat 2 (dua) bulan setelah : 
a. menduduki jabatan untuk pertama kalinya; 

b.   mengalami promosi atau Mutasi; dan 
c.   pensiun. 

 

Pasal 4 

(1) Pejabat Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 3 

huruf a melaporkan harta kekayaan yang dimiliki dengan 
mengisi formulir LHKPN Model KPK-A. 

(2) Pejabat Wajib LHKPN  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  

3  wajib  menyampaikan  kembali  LHKPN  yang dimilikinya 
dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-B apabila : 

  a.  selama 2 (dua) tahun menduduki jabatan yang sama; 

       b. mengalami promosi atau mutasi; dan 
       c.   pensiun. 

 
Pasal 5 

LHKPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 disampaikan 

kepada KPK melalui Tim Pengelola LHKPN pada Pemerintah 
Kota. 

 Pasal … 



Pasal 6 

Tanda terima penyampaian LHKPN disampaikan kepada : 

a.   Asli untuk Pejabat Wajib LHKPN; 
  b. Foto Copy untuk Kepala Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia selaku Administrator 

LHKPN Pemerintah Kota; 
    

BAB III 

TIM PENGELOLA LHKPN 
 Pasal 7 

 
(1) Untuk mengelola dan mengoordinasikan penyampaian 

LHKPN dibentuk Tim Pengelola LHKPN.  

(2) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
terdiri dari :   

a.  Koordinator LHKPN, yaitu :  
1.  Sekretaris Daerah Kota; dan 
2.  Inspektur Inspektorat Kota. 

b. Administrator LHKPN, yaitu Kepala Badan Kepegawaian 
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. 

c. User Aplikasi LHKPN, yaitu User Aplikasi masing-masing 

Unit Kerja. 
 

(3) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
mempunyai tugas sebagai berikut : 
a.  Koordinator LHKPN : 

1.  berkoordinasi dengan KPK dalam hal sebagai 
berikut: 
a. penyampaian dan pendistribusian Fomulir 

LHKPN, Tambahan Berita Negara (TBN) 
Pengumuman Harta Kekayaan dan dokumen 

korespondensi lainnya kepada Pejabat Wajib 
LHKPN yang bersangkutan; 

b. monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan 

Pejabat Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan 
mengumumkan LHKPN; dan 

 c.  melakukan sosialisasi kewajiban LHKPN. 
 

2.  mengingatkan    Pejabat Wajib    LHKPN    di    

lingkungan    Instansinya    untuk    mematuhi    
kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN; 
dan 

3.  mengusulkan   penjatuhan   hukuman   disiplin   
bagi   Pejabat   Wajib   LHKPN   yang   tidak 

menyampaikan Laporan Harta          Kekayaan 
untuk ditetapkan oleh Walikota. 

 

b.   Administrator LHKPN mempunyai tugas : 
1. melakukan verifikasi terhadap data kepegawaian 

mengenai perubahan data pejabat Wajib LHKPN di 
lingkungan   instansinya   (pertama   kali   menjabat   
mengalami   mutasi/promosi/ berakhirnya jabatan) 

yang disampaikan oleh KPK dan menyampaikannya 
kembali kepada KPK; 

  2. berkoordinasi … 



2.  berkoordinasi  dengan  KPK  mengenai  pengelolaan   
dan  pengadministrasian  Aplikasi  Wajib LHKPN; 

dan 
3. melakukan sosialisasi kewajiban LHKPN dan 

bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian 

Formulir LHKPN. 
   

  c. User LHKPN mempunyai tugas : 
melakukan pemutakhiran data kepegawaian Wajib 
LHKPN di lingkungannya yang mengalami perubahan   

jabatan   pada   Aplikasi   Wajib   LHKPN   serta   
mendukung   kelancaran   tugas Administrator LHKPN. 

 

Pasal 8 
 

Penyampaian formulir LHKPN Model KPK-A atau formulir 
LHKPN Model KPK-B kepada KPK dapat dilaksanakan dengan 
cara :  

a.   disampaikan langsung kepada KPK; atau 
 b.  dikirimkan melalui pos tercatat, kurir atau jasa pengiriman 

lainnya dengan tertuju kepada Direktorat Pendaftaran dan 

Pemeriksaan LHKPN KPK. 
 

 
BAB IV 

 PENGAWASAN 
 Pasal 9 

 

(1) Atasan langsung Pejabat Wajib LHKPN wajib melakukan 
pengawasan dan evaluasi pelaksanaan wajib LHKPN. 

(2) Inspektorat Kota melakukan pengawasan dan pemantauan 
terhadap pengelolaan dan kepatuhan LHKPN di lingkungan 
Pemerintah Kota. 

 
Pasal 10 

 
Dalam melakukan pengawasan dan pemantauan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat 2, Inspektur Inspektorat Kota 

mempunyai tugas: 
a. memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman 

LHKPN serta kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN untuk 

bersedia diperiksa harta kekayaannya; 
b. menindaklanjuti rekomendasi KPK  mengenai  Pendaftaran  

dan  Pemeriksaan LHKPN yang meliputi: 
1.  data mengenai kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN dalam 

menyampaikan dan mengumumkan LHKPN kepada 

KPK; 
2.   hasil pemeriksaan LHKPN; dan 

3.   hal-hal lainnya yang terkait dengan LHKPN. 
c.  menyampaikan  laporan  setiap  akhir  tahun  mengenai  

pelaksanaan  tugas  kepada Walikota dengan memberikan 

tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi, dan KPK. 

 

 
BAB V … 



BAB V 
 KETENTUAN PENUTUP 

 Pasal 11 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh. 

 
 

Ditetapkan di Banda Aceh 
pada tanggal   4     April     2018 M 

                                      27    Rajab     1439 H  

 
 WALIKOTA BANDA ACEH, 

 
 CAP/DTO 

 

 AMINULLAH USMAN  
 
Diundangkan di Banda Aceh 

pada tanggal    4    April     2018 M 
                      27   Rajab    1439 H 

  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH, 
 

 CAP/DTO 
 

 BAHAGIA 
 
 

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2018 NOMOR  16 
 
 

 

 
 


